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INTISARI 
 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beserta peraturan-peraturan 
pelaksanaannya telah lama diterbitkan, namun masih banyak Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan ketentuan tersebut 
terlebih menyediakan data spasialnya.  Salah satu kabupaten yang belum 
tersedia data spasial LP2B yang telah disepakati bersama antar instansi 
terkait antara lain adalah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.  
Pengamatan objek penelitian dilakukan secara langsung dengan melakukan 
wawancara dengan pengelola LP2B di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Klaten. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengeksplorasikan 
keberadaan data spasial serta kesesuaiannya dengan Penggunaan Tanah 
dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Teknik analisis tumpang susun 
peta (overlay) dilakukan untuk menganalisis kesesuaian LP2B terhadap 
Penggunaan Tanah dan RTRW tersebut. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa data spasial LP2B di 
Kabupaten Klaten sampai saat ini belum ada, oleh karena itu pada penelitian 
ini dibuat data spasial berupa Peta Potensi Lokasi LP2B. Wilayah yang 
berpotensi untuk lokasi LP2B di Kabupaten Klaten adalah seluas 30.703. Ha 
atau 46,84 %, dan untuk lokasi LCP2B seluas 6.877 Ha atau 10,49 %, 
sehingga luas Potensi LP2B dan LCP2B adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari 
total luas wilayah Kabupaten Klaten. Terdapat Kesesuaian antara Potensi 
Lokasi LP2B terhadap Penggunaan Tanah Saat ini yaitu seluas 30.569 Ha 
atau 46,63 % dari luas wilayah, dan Ketidaksesuaiannya seluas 34.987 Ha 
atau 53,37 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Terdapat Kesesuaian 
antara Potensi Lokasi LP2B terhadap  RTRW yaitu seluas 25.413 Ha atau 
38,77 % dari luas wilayah, dan Ketidaksesuaian seluas 40.143 Ha atau 61,23 
% dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. 

Saran yang bisa disampaikan adalah bahwa diharapkan  data 
spasial  LP2B Kabupaten  Klaten dan luasnya  dijadikan pertimbangan dalam 
rangka pembahasan penetapan Perda Kabupaten Klaten tentang 
Perlindungan LP2B. Untuk lokasi LP2B yang Sesuai dengan Penggunaan 
Tanah Saat Ini perlu untuk tetap dipertahankan untuk menjaga kelestarian 
keberadaan LP2B di Kabupaten Klaten, dan yang Tidak Sesuai perlu ada 
penyesuaian Penggunaan Tanah Saat ini dengan Potensi Lokasi LP2B yang 
dibuat data spasialnya. Untuk Lokasi yang Sesuai  dengan RTRW agar perlu 
dipertahankan, dan yang Tidak Sesuai perlu dipertimbangkan untuk 
disesuaikan ketika dilakukan revisi RTRW. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya semakin tinggi laju 

pertumbuhan penduduk di Indonesia serta terjadinya transformasi 

ekonomi berimplikasi terhadap semakin luasnya tanah yang dibutuhkan 

untuk kelangsungan hidup manusia (Prasada & Rosa 2018). Hal ini tidak 

akan menjadi masalah apabila keberadaan tanah semakin luas. 

Persoalannya adalah tanah keberadaanya tetap tetapi manusia yang 

membutuhkan semakin bertambah. Oleh karenanya sering dijumpai 

dimana-mana terjadi perubahan penggunaan tanah  pada sektor 

produksi pangan, energy dan kehutanan yang apabila dibiarkan akan 

sulit untuk dikendalikan (Mahmood et al 2016; Harahap et al 2017). 

Lebih memprihatinkan lagi apabila yang berubah adalah tanah pertanian 

menjadi non pertanian, sehingga semakin lama semakin berkurang luas 

tanah pertaniannya. Dari beberapa kajian menunjukkan bahwa lahan 

pertanian merupakan salah satu lahan yang mengalami konversi paling 

tinggi dikarenakan lahan ini memiliki luasan yang lebih besar 

dibandingkan dengan sektor lain, sehingga lahan pertanian dianggap 

sangat potensial untuk dilakukan alih fungsi menjadi non pertanian 

(Millar & Roots, 2012; Prasada & Rosa 2018). Tingginya laju konversi 

lahan pertanian juga disebabkan karena rendahnya insentif serta masih 

rendahnya pendapatan yang diperoleh petani selama menggarap lahan 

sawah yang mereka milki dibandingkan apabila lahan tersebut 

dimanfaatakan/digunakan untuk sektor lainnya (Daulay et al., 2016; 

Demmallino et al., 2018).  

Cepatnya laju perubahan penggunaan tanah pertanian 

menjadi non pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, 

antara lain: a) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan 

terancamnya ketahanan pangan (Prasada & Rosa 2018), b) terjadinya 

perubahan struktur mata pencaharian petani (Rohmadiani 2011) dan 

hilangnya mata pencaharian petani yang dapat menimbulkan 

pengangguran, dan c) hilangnya investasi infrastruktur pertanian 
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(irigasi) yang menelan biaya yang sangat tinggi (Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia, 2013). Sehubungan dengan itu, pemerintah telah berupaya 

untuk melindungi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non 

pertanian diantarnya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. 

Meskipun Undang-Undang (UU) tersebut sudah lama yaitu 11 tahun 

setelah diundangkan, namun pelaksanaananya di lapangan masih belum 

sepenuhnya mengikuti apa yang telah tertuang dalam UU tersebut. 

Amanat yang salah satunya dituangkan dalan UU 41/2009 antara lain 

disebutkan bahwa Penetapan Kawasan LP2B di tingkat kabupaten/kota, 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Masih banyak Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Salah 

satu kabupaten yang sudah mensinkronkan antara LP2B dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah Kabupaten 

Klaten Provinsi Jawa Tengah.  

Menurut Kementerian Pertanian dalam Rapat Koordinasi 

Perlindungan Lahan Pangan Melalui Percepatan Penetapan Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), LP2B dan/atau Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW (2018), antara 

lain disebutkan bahwa sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 

tentang RTRW Kabupaten Klaten, LP2B ditetapkan seluas 32.451 Ha 

sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Klaten. Padahal 

luas LP2B menurut RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Perda 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 adalah 40.773 ha. Oleh 

karenanya terdapat selisih luas 8.322 Ha LP2B yang tertuang dalam 

RTRW Kabupaten Klaten dan menurut RTRW Provinsi. Salah satu 

masalah yang ditemui antara lain adalah belum tersedianya data spasial 

menyangkut LP2B tersebut. Hal ini perlu dikaji tentang keberadaan data 
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spasial LP2B di Kabupaten Klaten apakah sudah ada atau belum 

termasuk analisisnya terkait kesesuaiannya dengan Penggunaan Tanah 

Saat Ini (Present Landuse) dan juga kesesuaiannya dengan RTRW 

Kabupaten Klaten.  

B.  Rumusan Masalah 

 Seharusnya dalam Penetapan LP2B di Kabupaten Klaten 

mempertimbangkan kondisi Penggunaan Tanah Saat ini (PT) dan RTRW 

Kabupaten Klaten. Hal ini disebabkan pada kabupaten yang sama 

tentunya ketiga data baik berupa angka maupun peta (data spasial) 

LP2B, PT, dan RTRW harus sesuai satu dengan lainnya.  Persoalannya 

adalah bahwa data spasial LP2B Kabupaten Klaten belum diketahui 

keberadannya. Apabila sudah ada, bagaimana kesesuaiannya dengan PT 

dan RTRW. Apabila belum ada bagaimana keberadaannya agar sesuai 

dengan PT dan RTRW. 

C. Tujuan dan Manfaat 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui keberadaan data spasial LP2B;

2. Mengetahui kesesuaian data spasial LP2B terhadap PT, dan RTRW.

Adapun manfaat penelitian adalah: 

1. Untuk  mengetahui  keberadaan data spasial LP2B;

2. Untuk  memberi masukan dalam penetapan lokasi LP2B yang sesuai

dengan Penggunaan Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
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H.   Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan

a. Data Spasial LP2B berupa peta yang secara definitif disepakati oleh

dinas/instansi terkait yang berwenang menyangkut LP2B sampai

saat ini belum ada, oleh karena itu pada penelitian ini dibuat data

spasial berupa Peta Potensi Lokasi LP2B Kabupaten Klaten;

b. Wilayah yang berpotensi dijadikan lokasi LP2B di Kabupaten Klaten

adalah seluas 30.703. Ha atau 46,84 %, dan untuk lokasi LCP2B

seluas 6.877 Ha atau 10,49 %, sehingga luas Potensi LP2B dan LCP2B

adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari total luas wilayah Kabupaten

Klaten;

c. Terdapat Kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap

Penggunaan Tanah Saat ini yaitu seluas 30.569 Ha atau 46,63 % dari 

luas wilayah, dan Ketidaksesuaian seluas 34.987 Ha atau 53,37 % 

dari total luas wilayah Kabupaten Klaten; 

d. Terdapat Kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap  RTRW

yaitu seluas 25.413 Ha atau 38,77 % dari luas wilayah, dan

Ketidaksesuaian seluas 40.143 Ha atau 61,23 % dari total luas

wilayah Kabupaten Klaten.
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2. Saran

a. Diharapkan  data spasial  LP2B Kabupaten  Klaten dan luasnya

dijadikan pertimbangan dalam rangka pembahasan penetapan Perda

Kabupaten Klaten tentang Perlindungan LP2B;

b. Untuk lokasi LP2B yang Sesuai dengan Penggunaan Tanah saat ini

perlu untuk tetap dipertahankan untuk menjaga kelestarian

keberadaan LP2B di Kabupaten Klaten, dan yang Tidak Sesuai perlu

ada penyesuaian Penggunaan Tanah Saat ini dengan Potensi Lokasi

LP2B yang dibuat data spasialnya;

c. Untuk Lokasi yang Sesuai  dengan RTRW agar dipertahankan, dan

yang Tidak Sesuai perlu dipertimbangkan ketika dilakukan revisi

RTRW.

---------------------- 
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